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e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
melindungi keamanan Data Pribadi dari
pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang
tidak sah, pengubahan yang tidak sah,
penyalahgunaan, perusakan, dan/atau
penghilangan Data Pribadi;

f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan
memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan,
serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;

g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus
setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan
permintaan  Subjek Data Pribadi, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan; dan

h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara
bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara
jelas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1) Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual
di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan
publik dilakukan dengan ketentuan:

a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana,
dan/atau penyelenggaraan lalu lintas atau
pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi
lalu lintas; '

b. harus menampilkan Informasi pada area yang
telah dipasang alat pemroses atau pengolah data
visual; dan

c. tidak digunakan untuk mengidentifikasi
seseorang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ dikecualikan untuk pencegahan
tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . ..
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Pasal 18

(1) Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh 2 (dua)
atau lebih Pengendali Data Pribadi.

(2) Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh
2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi harus
memenuhi syarat minimal:

a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data
Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan
hubungan antar-Pengendali Data Pribadi;

b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara
pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan secara
bersama; dan

c. terdapat narahubung yang ditunjuk secara
bersama-sama.

BAB VI

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA PRIBADI
DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19
Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi meliputi:
a. Setiap Orang;
b. Badan Publik; dan

c. Organisasi Internasional.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengendali Data Pribadi

Pasal 20

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar
pemrosesan Data Pribadi.

(2) Dasar . . .
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Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;

" b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek

Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melakukan perjanjian;

c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;

e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.

Pasal 21

Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib

menyampaikan Informasi mengenai:

a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi;
b. tujuan pemrosesan Data Pribadi;
c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses;

jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data
Pribadi,

e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan;
jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan

g. hak Subjek Data Pribadi.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib

- memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum

terjadi perubahan Informasi.

Pasal 22

Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan
melalui persetujuan tertulis atau terekam.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara elektronik atau
nonelektronik.

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan lain, permintaan persetujuan
harus memenuhi ketentuan:

a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;

b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan
mudah diakses; dan

c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 23

Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan
pemrosesan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan
yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi
dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 24

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang
telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.

Pasal 25 ...
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Pasal 25

Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara
khusus.

Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang
tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas

- diselenggarakan secara khusus.

(2)

(3)

Pemrosesan Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui komunikasi dengan menggunakan cara
tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pemrosesann Data Pribadi penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat
persetujuan dari penyandang disabilitas dan/atau wali
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara
hukum, dan transparan.

Pasal 28

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan
Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data
Pribadi.

(1)

Pasal 29

Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi,
kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan
konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan
verifikasi.

Pasal 30

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau
" memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan
Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi
menerima permintaan pembaruan dan/atau
perbaikan Data Pribadi.

(2) Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil
pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi.

Pasal 31

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 32

(1) Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses
kepada Subjek Data Pribadi terhadap Data Pribadi
yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data
Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan
Data Pribadi.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam
terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima
permintaan akses.

Pasal 33

Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses
perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data
Pribadi dalam hal:

a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau
kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/atau orang
lain;

b. berdampak . . .
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berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik
orang lain; dan/atau

bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan nasional.

Pasal 34

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian
dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal
pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
terhadap Subjek Data Pribadi.

Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengambilan keputusan secara otomatis yang
memiliki akibat hukum atau dampak yang
signifikan terhadap Subjek Data Pribadi;

b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat
spesifik;

c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar;
pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi,

penskoran, atau pemantauan yang sistematis
terhadap Subjek Data Pribadi;

e. pemrosesan Data Pribadi wuntuk kegiatan
pencocokan atau penggabungan sekelompok data;

f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan
Data Pribadi; dan/atau

g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi
pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 35

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan
keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan
melakukan:

a. penyusunan. . .
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a. penyusunan dan penerapan langkah  teknis
- operasional untuk melindungi Data Pribadi dari
gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan
memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang
harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Pasal 36

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali
Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 37

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan
terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan
Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.

Pasal 38

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi
dari pemrosesan yang tidak sah.

Pasal 39

(1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi
diakses secara tidak sah.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan
terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau
memproses Data Pribadi menggunakan sistem
elektronik secara andal, aman, dan bertanggung
jawab.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40 . . .



